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PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P12024IPA.Ktp

b ’

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:
XXXKXEXXXKXKXXXXXX,  NIK - xXxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di XOKXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, Kabupaten
Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat
email: klanalana859 @gmail.com;
Pemohon [;

XXXKKXXXXKKXXXXXXX,  NIK - xxxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, dengan
domisili elektronik pada alamat email:
klanalana859@gmail.com;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08
November 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Ktp, tanggal 12
November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2020, di Kediaman orang

tua Pemohon Il di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang dihadapan penghulu
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yang bernama imam Ustadz Xxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung

Pemohon Il Bernama Stepanus, adapun yang menjadi saksi adalah

XXXXXXXXXX dan Xxxxxxxxxx , dengan maskawin berupa XXxXxXXXxXxXxx .

2, Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Perjaka

sedangkan Pemohon Il berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan

darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4, Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah

berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1

(satu) orang anak Perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, dan

selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam dan belum

pernah bercerai.

6. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah

tangan, oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk

kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon II.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2, Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | Bernama
$,0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0 04 dan Pemohon I Bernama
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari

2020.

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.
SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat permohonan,
kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan menelititi kesesuaian dengan
dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXxX, atas
nama  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 November 2024, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tandaP.1;

2.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXxXxxxx, atas

nama XXXXXXXXXXXXXXXXxX, tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.  Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Klana Nomor

XXXXXXXXX, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.3;
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B. Saksi:
1. XXXXXXXXXX BIN  XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, tempat
dan tanggal lahir xxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena
Saksi adalah teman Pemohon Il sejak kecil;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri, Saksi hadir
saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang pada tanggal
05 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan dengan Wali Nikah
ayah kandung Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxx dengan mahar
berupa xxxxxxxxxx dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan
2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il Saksi sendiri
bernama Xxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon
Il berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan sedarah,
semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten
Ketapang;
-  Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan
perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;
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2. XXXXXXXXXX  BIN XXXXXXXXXX , NIK 6104110402010001,
tempat dan tanggal lahir Nanga Tayap, 20 Agustus 1996, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. BGA
Group, bertempat tinggal di Jalan Nanga Tayap, RT03, RW02, Desa
Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Saksi di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena

Saksi adalah teman Pemohon Il sejak kecil;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri, Saksi hadir

saat Para Pemohon menikah;

- Bahwa Para Pemohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan

Agama Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang pada tanggal

05 Januari 2020;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan dengan Wali Nikah

ayah kandung Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxx dengan mahar

berupa xxxxxxxxxx dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan

2 (dua) orang saksi;

- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il Saksi sendiri

bernama Xxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXX ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus bujang dan

Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan sedarah,

semenda atau sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada

yang keberatan terhadap pernikahannya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten

Ketapang;
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- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan
perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada
tanggal 05 Januari 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dengan wali nikah yaitu
ayah kandung Pemohon Il yang bernama Stepanus, dengan mahar berupa
XXXXXXXXXX dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama
XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak
memiliki buku nikah;
2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan
kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku
nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat;

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu:
XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX ;
Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama Pemohon | dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan
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materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan
berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ketapang sehingga Pengadilan Agama
Ketapang berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh
para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.
juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon
Il dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga
dengan demikian Pemohon | dan Pemohon Il adalah pihak yang
berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309
R.Bg.;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 05 Januari 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon |
berstatus bujang tahun dan Pemohon Il berstatus gadis;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama Stepanus;
4. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi
bernama Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx beragama Islam, baligh, berakal dan
berlaku adil;
5. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon |

kepada Pemohon Il berupa xxxxxxxxxx dibayar tunai;
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6. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon I
tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status
pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

7. Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan
nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak
terdapat hubungan sesusuan;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai seorang anak;

9. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah
adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik

perkawinan;

Pertimbangan Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon
adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Stepanus, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon
adalah dua orang dewasa bernama XXxXxxxxxx dan Xxxxxxxxxx , hal ini sesuai
dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin,
hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan
seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon |
adalah satu-satunya suami Pemohon Il dan Pemohon Il satu-satunya istri dari
Pemohon | dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang
keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga
Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il sesuai
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maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan,
Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il
pada tanggal 05 Januari 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak
melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41,
42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat abhli

figih dalam Kitab I'anah ath-Thalibin Juz IV halaman 304 yang berbunyi:
o 3] os?2 _ 5D N 1= <. _o® A
L}edja_g_).uu_g w)f) 9')@' uJJ— C_Ky—gs_g,(—.).”u\.g_g
022 " o T _ ¥ 9~
,;J_S.)..Q g.;.)@l.u)_g 9\1_9 K
Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap

perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan
Syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan
suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan
keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya,
karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli figih Abdul

Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushul al-Figh halaman 390 di bawah ini:

T o2-07 =|<]- =9 @ = 2 2L sz0+ EAlZ -4 -7 —
- = F _
Lé-lLé-Ajl e Jids
Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai
istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya

pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain

(putusnya perkawinan)”;
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Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana
diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon
dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut patut
dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, sebagaimana diktum angka 3 penetapan

ini;

Biaya perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
[0:9,9,9,9.9.9.9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,0.4 dengan Pemohon I

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020
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di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Tayap,
Kabupaten Ketapang;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

4, Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30
Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Mufid Bisri, S.H.l., M.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Tio Feby Ahmad, S.H.l., M.H. dan Arif Masdukhin, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Redya Zuhriyatul Jannah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri
oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.l., M.H. Arif Masdukhin, S.H., M.H.
Panitera Sidang,

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggil : Rp20.000,00
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an
Pertam

a
Redaks
C. i j Rp10.000,00
i
2. Proses : Rp75.000,00
Panggi

3. : Rp0,00
lan

Metera

4, i : Rp10.000.00
i

Jumlah : Rpl145.000,00
Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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